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HASIL WAWANCARA PETUGAS BEA CUKAI DAN PEDAGANG 

1. Bapak Ari Dermawan sebagai PPNS Bea Cukai Tembilahan 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana karakteristik 

wilayah pengawasan 

Bea Cukai Tembilahan 

terhadap peredaran 

rokok ilegal? 

Wilayah pengawasan memiliki karakteristik 

berupa sungai, laut, pulau-pulau kecil, dan banyak 

pelabuhan tikus yang menjadi jalur alternatif 

penyelundupan. Kondisi tersebut memudahkan 

pelaku memindahkan barang melalui 

transhipment dan menghindari pengawasan 

petugas. Selain itu, pada awalnya masih 

rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan 

rokok ilegal mudah dipasarkan karena harganya 

lebih murah. 

2 Bagaimana proses awal 

menindaklanjuti laporan 

masyarakat mengenai 

dugaan peredaran rokok 

ilegal? 

Setiap laporan masyarakat terlebih dahulu 

dilakukan verifikasi dan cleansing data. Tim 

intelijen melakukan pengamatan secara langsung 

ke lokasi, mengidentifikasi merek rokok, pola 

distribusi, serta melakukan penyamaran sebagai 

pembeli agar tidak menimbulkan kecurigaan 

pelaku. 

3 Apa yang dimaksud 

dengan status A1 dalam 

kegiatan intelijen? 

Status A1 diberikan apabila informasi telah 

diverifikasi secara langsung, lokasi dan barang 

bukti telah dipastikan keberadaannya, jumlah 

barang diketahui, serta pihak yang menguasai 

barang telah teridentifikasi. Penetapan status A1 

menjadi dasar dilaksanakannya operasi 

penindakan. 

4 Bagaimana pelaksanaan 

operasi penindakan 

setelah informasi 

berstatus A1? 

Setelah status A1 ditetapkan dilakukan briefing 

antara intelijen dan penindakan. Tim dibagi sesuai 

tugas masing-masing, mulai dari penutupan jalur 

pelarian, penangkapan pelaku, hingga 

pengamanan barang bukti agar operasi 

berlangsung cepat dan efektif. 

5 Bagaimana pentingnya 

peran masyarakat dalam 

pemberantasan rokok 

ilegal? 

Masyarakat merupakan sumber informasi yang 

sangat penting karena keterbatasan personel dan 

luasnya wilayah pengawasan. Sebagian besar 

keberhasilan operasi penindakan berawal dari 

laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi 

oleh tim intelijen. 

6 Bagaimana penanganan 

barang bukti setelah 

operasi penindakan 

dilakukan? 

Barang bukti diamankan, dihitung jumlahnya, 

dibuatkan berita acara penyitaan, 

didokumentasikan, kemudian dipindahkan ke 

tempat penimbunan pabean untuk disimpan 

sampai proses hukum selesai. 
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7 Apa kendala yang 

dihadapi dalam 

pengawasan peredaran 

rokok ilegal? 

Kendala utama yaitu keterbatasan jumlah personel 

dibanding luas wilayah pengawasan serta 

berkembangnya berbagai modus operandi pelaku, 

seperti menggunakan jalur tikus, kapal kecil, 

berpindah gudang, dan beroperasi pada malam 

hari. 

8 Upaya apa yang 

dilakukan Bea Cukai 

untuk mencegah 

peredaran rokok ilegal? 

Selain melakukan penindakan, Bea Cukai secara 

rutin melaksanakan sosialisasi kepada pedagang 

dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal, 

pentingnya pita cukai, serta dampak peredaran 

rokok ilegal terhadap penerimaan negara. 

 

 

2. Bapak Antony Siahaan sebagai Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai 

Tembilahan 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana proses 

pemeriksaan terhadap 

pelaku yang diamankan 

dalam operasi 

penindakan? 

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan kepada sopir, 

pemilik toko, atau pemilik gudang, tetapi juga 

diarahkan untuk mengungkap jaringan distribusi 

mulai dari pemasok hingga produsen rokok ilegal 

melalui pemeriksaan saksi, dokumen, alat 

komunikasi, dan barang bukti lainnya. 

2 Apa indikator 

keberhasilan penegakan 

hukum terhadap 

peredaran rokok ilegal? 

Keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya 

barang bukti yang disita, tetapi juga dari 

kemampuan aparat mengungkap aktor intelektual 

dan memutus jaringan distribusi rokok ilegal. 

3 Apa tantangan yang 

dihadapi dalam operasi 

penindakan di lapangan? 

Penindakan dilakukan di darat maupun di laut. Di 

laut tantangannya lebih berat karena pelaku 

menggunakan speedboat berkecepatan tinggi, 

melakukan manuver berbahaya, dan 

memanfaatkan kondisi cuaca serta jalur perairan 

untuk melarikan diri. 

4 Mengapa dalam perkara 

cukai lebih diutamakan 

penyelesaian melalui 

sanksi administratif? 

Karena tujuan utama hukum cukai adalah 

memulihkan kerugian penerimaan negara. Denda 

administratif dapat memberikan efek jera 

sekaligus mengembalikan kerugian negara lebih 

cepat dibandingkan proses pidana, sedangkan 

barang bukti tetap disita dan dimusnahkan. 

5 Bagaimana apabila 

pelaku tidak 

menyelesaikan perkara 

melalui mekanisme 

administratif? 

Perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan 

oleh PPNS Bea Cukai dengan mengumpulkan 

minimal dua alat bukti yang sah. Setelah berkas 

dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan 

kepada jaksa untuk disidangkan di pengadilan. 

6 Apa kendala utama 

dalam pengawasan 

wilayah kerja Bea Cukai 

Tembilahan? 

Wilayah pengawasan sangat luas meliputi tiga 

kabupaten dengan banyak sungai, jalur perairan, 

dan pelabuhan tikus sehingga sulit diawasi secara 

menyeluruh. 
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7 Upaya apa yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

tersebut? 

Bea Cukai meningkatkan patroli rutin, 

memperkuat fungsi intelijen, memanfaatkan 

informasi masyarakat, serta menjalin koordinasi 

dengan Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan 

instansi terkait lainnya. 

 

3. Narasumber I (Pedagang Rokok) Ibu Siti 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama 

Bapak/Ibu berjualan 

rokok? 

Sekitar enam tahun. 

2 Mengapa mulai menjual 

rokok tanpa cukai? 

Karena banyak pelanggan mencari rokok 

dengan harga lebih murah sehingga mulai 

menyediakan dalam jumlah terbatas. 

3 Apakah pernah 

mendapatkan pemeriksaan 

dari Bea Cukai? 

Pernah. Petugas memberikan sosialisasi 

mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan 

mengingatkan agar tidak menjualnya. 

4 Mengapa masyarakat 

membeli rokok tanpa 

cukai? 

Karena harganya jauh lebih murah 

dibandingkan rokok legal. 

5 Apa harapan kepada 

pemerintah? 

Mengutamakan pembinaan dan sosialisasi 

kepada pedagang sebelum melakukan 

penindakan. 

 

 

4. Narasumber II (Pedagang Rokok) Bapak Lendang. 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama berjualan 

rokok? 

Sekitar delapan tahun. 

2 Apakah pernah mengalami 

razia? 

Pernah, dilakukan oleh Bea Cukai bersama 

Kepolisian. 

3 Mengapa rokok tanpa cukai 

masih diminati masyarakat? 

Karena kondisi ekonomi membuat 

masyarakat mencari rokok yang lebih 

murah. 

4 Apa harapan kepada 

pemerintah? 

Lebih memfokuskan penindakan kepada 

pemasok besar dibanding pedagang kecil. 
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5. Narasumber III (Pedagang Rokok) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama berjualan 

rokok? 

Sekitar lima tahun. 

2 Apakah pernah mengalami 

penyitaan barang dagangan? 

Belum pernah, tetapi pernah mendapat 

sosialisasi dari Bea Cukai. 

3 Mengapa masyarakat membeli 

rokok tanpa cukai? 

Karena selisih harga dengan rokok legal 

cukup jauh. 

4 Apa harapan kepada 

pemerintah? 

Lebih aktif memberikan edukasi kepada 

masyarakat mengenai dampak rokok ilegal. 

 

6. Narasumber IV (Pedagang Rokok) Bapak Gilang 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama 

berjualan rokok? 

Sekitar empat tahun. 

2 Apakah pernah diperiksa 

oleh petugas Bea Cukai? 

Pernah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap 

barang dagangan. 

3 Mengapa masyarakat 

membeli rokok tanpa 

cukai? 

Karena selain murah, rokok tanpa cukai juga 

mudah diperoleh. 

4 Apa harapan kepada 

pemerintah? 

Lebih sering melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat dan pembinaan kepada pedagang agar 

tidak menjual rokok ilegal. 

 

7. Narasumber V (Pedagang Rokok) Bapak Toni 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama 

berjualan rokok? 

Sekitar 9 tahun. 

2 Apakah pernah diperiksa 

oleh petugas Bea Cukai? 

Pernah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap 

barang dagangan. 

3 Mengapa masyarakat 

membeli rokok tanpa 

cukai? 

Karena selain murah, rokok tanpa cukai juga 

mudah diperoleh. 

4 Apa harapan kepada 

pemerintah? 

Lebih sering melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat dan pembinaan kepada pedagang agar 

tidak menjual rokok ilegal. 
 


